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ABSTRAK

PEMBUKTIAN KERUGIAN EKOLOGIS
DALAM PERKARA PERDATA LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI PUTUSAN NOMOR 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)

DENI PUTRA SOFAH

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan
kerugian ekologis yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga
pada hilangnya fungsi ekosistem serta keseimbangan lingkungan hidup. Dalam
perkara perdata lingkungan hidup, pembuktian kerugian ekologis menjad: aspek
penting karena menentukan tanggung jawab hukum pelaku serta kewajiban
membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Namun, kerugian
ckologis memiliki karakteristik yang kompleks, bersifat ilmiah, serta tidak selalu
dapat dinilai secara langsung dalam bentuk kerugian ekonomi sehingga
menimbulkan tantangan dalam proses pembuktiannya di pengadilan. Salah satu
perkara yang relevan untuk dikaji adalah Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN
Plg yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta tuntutan kerugian
ekologis terhadap pelaku usaha. Rumusan masalah dalam penelitian tni adalah: (1)
bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian kerugian ekologis
dalam perkara perdata lingkungan hidup; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim
dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian
ekologis yang diajukan penggugat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah.
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum serta
mcngaitkannya dengan praktik peradilan lingkungan hidup. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan pembuktian kerugian ekologis di Indonesia telah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 7 Tahun 2014. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertimbangan hakim dalam putusan nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg
didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, yaitu dengan mengakui legal
standing Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menilai bukti ilmiah
seperti citra satelit, data hotspot, dan keterangan ahli dalam membuktikan
terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta menerapkan prinsip strict liability
sehingga tergugat tetap bertanggung jawab atas kerugian ekologis yang terjadi
tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan.

Kata kunci: kerugian ekologis, pembuktian, perdata lingkungan hidup



ABSTRACT

PROOF OF ECOLOGICAL LOSS
IN ENVIRONMENTAL CIVIL LITIGATION
(A STUDY OF DECISION NUMBER 268/PDT.SUS-LH/2024/PN PLG)

DENI PUTRA SOFAH

Environmental damage in Indonesia continues to increase and causes ecological
losses that not only affect economic aspects but also lead to the loss of ecosystem
functions and environmental balance. In environmental civil cases, proving
ecological loss is an important aspect because it determines the legal responsibility
of the perpetrator as well as the obligation to pay compensation and conduct
environmental restoration. However, ecological loss has complex characteristics,
is scientific in nature, and cannot always be directly measured in economic terms,
which creates challenges in the process of proofin court. One of the relevant cases
to be examined is Decision Number 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg concerning
forest and land fires and claims for ecological losses against a business actor. The
research problems in this study are: (1) how the legal regulation in Indonesia
governs the proof of ecological loss in environmental civil cases; and (2) how the
judge’s considerations in Decision Number 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg relate to
the proof of ecological loss submitted by the plaintiff. This research uses normative
legal research with a descriptive approach through library research on legislation,
court decisions, books, and scientific journals. The data were analyzed qualitatively
by interpreting legal norms and relating them to the practice of environmental
adjudication. The results show that the regulation of proving ecological loss in
Indonesia is governed bv Law Number 32 of 2009 concerning Environmental
Protection and Management, Supreme Court Regulation Number 1 of 2023
concerning Guidelines for Adjudicating Environmental Cases, and Minister of
Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2014 concerning
Environmental Losses. Meanwhile, the results of the study show that the judges’
considerations in Decision Number 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg were based on
both juridical and non-juridical aspects, namely by recognizing the legal standing
of the Ministry of Environment and Forestry, assessing scientific evidence such as
satellite imagery, hotspot data, and expert testimony to prove the occurrence of
forest and land fires, and applying the strict liability principle so that the defendant
remains responsible for the ecological losses occurring within its concession area
without the need to prove fault.

Keywords: ecological loss, evidence, environmental civil litigation
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BAB |
PENDAHULUAN
A Latar Belakang

Lingkungan hidup memiliki peran penting sebagai penopang kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya. Menurut Undang - Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang meliputi seluruh benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilakunya, yang
memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan
makhluk hidup lainnya.*

Kerusakan lingkungan berdampak pada keseimbangan ekosistem,
kesehatan manusia, serta untuk generasi mendatang. Lingkungan hidup memiliki
peran penting sebagai penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup. Aspek
hukum lingkungan di Indonesia perlu ditegakkan secara kuat karena kerusakan
lingkungan merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem yang hanya
dapat diminimalisir melalui penegakan hukum yang konsisten, tegas, dan efektif.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat dari tahun ke
tahun, yang ditandai dengan semakin seringnya terjadi bencana seperti banjir,
tanah longsor, dan kebakaran hutan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari
kondisi tersebut adalah kerugian ekologis, yaitu beban biaya atau potensi
kerugian yang diakibatkan oleh adanya polusi air, keberadaan lahan Kkritis,

kejadian bencana alam, deplesi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui,

' Hayatuddin Khalisah dan Aprita Serlika, “Hukum Lingkungan” (Jakarta: Kencana,
2021),p.3.



dan deplesi sumber daya kehutanan dalam satu tahun tertentu.?

Kebakaran hutan merupakan salah satu contoh nyata yang menyebabkan
kerugian ekologis dalam skala besar. Kebakaran tidak hanya menimbulkan
kerugian material, tetapi juga merusak ekosistem hutan secara menyeluruh,
mengurangi keanekaragaman hayati, menurunkan kualitas tanah dan air, serta
berkontribusi terhadap perubahan iklim global.®> Kebakaran hutan dan lahan
memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap
serta menyebabkan kerusakan pada unsur biotik dan abiotik di wilayah
terdampak.”

Hilga Yuferdiansyah memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan
bahwa kebakaran hutan mempercepat degradasi ekosistem akibat eksploitasi
lahan yang berlebihan, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan fungsi
ekologis seperti kesuburan tanah, kematian organisme tanah, dan hilangnya
vegetasi. Kerusakan ekologis yang diakibatkan oleh kebakaran ini menunjukkan
bahwa bencana lingkungan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga
menghapus fungsi ekosistem yang menjadi penopang kehidupan.®

Dalam sistem hukum Indonesia, upaya perlindungan dan pemulihan

lingkungan hidup diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor

? Margiyono Margiyono et al., “Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi
Kalimantan Timur,” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik 10, no. 1 (2019), p. 45.

% Afdhal Amri et al., “Dampak Bencana Kebakaran Hutan Terhadap Lingkungan Dan
Upaya Penanggulangan Di Indonesia,” JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 9, no. 2 (2024),
p.162.

* Meytriani Meytriani dan Nur Makkie Perdana Kusuma, “Analisis Dampak Kebakaran
Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Keterlambatan
Penerbangan Di Bandara Udara Tjilik Riwut Palangkaraya,” HEMAT: Journal of Humanities
Education Management Accounting and Transportation 1, no. 2 (2024), p. 381.

® Hilga Yuferdiansyah, “Analisis Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan Terhadap
Perubahan Tutupan Lahan Di Kecamatan Kerumutan,” Universitas Islam Riau, 2021, p.33-34.



32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha atau
individu yang menimbulkan Kkerusakan lingkungan wajib memulihkan
lingkungan dan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) dalam Pasal 88
memungkinkan penuntutan ganti rugi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan
dari pelaku. Revisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
telah mengubah redaksi pasal tersebut, yang menimbulkan perdebatan karena
dianggap mengurangi kekuatan prinsip tanggung jawab mutlak.®

Beberapa putusan di Indonesia telah memerintahkan pemulihan
lingkungan dan pembayaran ganti rugi atas kerugian ekologis, misalnya dalam
perkara karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Dalam kertas kebijakan
implementasi dan pengaturan valuasi kerugian ekologis, dipaparkan bahwa
kasus karhutla pernah menghasilkan putusan ganti kerugian ekologis bernilai
ratusan miliar rupiah terhadap perusahaan.” Pemulihan fungsi ekologis pasca
kebakaran hutan dan pencemaran tanah merupakan bentuk nyata tanggung jawab
hukum dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,®

Pembuktian kerugian ekologis dalam perkara lingkungan hidup
menghadapi tantangan yang cukup besar, hambatan utama terletak pada

kesulitan membuktikan hubungan sebab-akibat antara tindakan tergugat dengan

® Hamidah Abdurrachman et al., “Principle of Strict liability against Corporations in
Environmental Crimes” 2, no. 1 (2022), p.16-17.

" Roni Saputra dan Totok Dwi Diantoro, “Implementasi Dan Pengaturan Valuasi
Kerugian Ekologis Dalam Perhitungan Kerugian Negara Di Perkara Korupsi Sektor Industri
Ekstraktif,” Indonesia Corruption Watch (ICW), 2024,p.63.

8 Wahyu Nugroho, Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, 2022.



kerusakan ekologis yang terjadi. Keterbatasan alat bukti ilmiah dan saksi ahli
juga sering menjadi kendala dalam proses persidangan.’ Di Indonesia tercatat
bahwa dari 220 gugatan perdata lingkungan hidup selama 2015-2018, sebagian
besar menghadapi kesulitan dalam proses pembuktian dan perhitungan nilai
kerugian ekologis secara akurat.™®

Pembuktian kerugian ekologis tidak hanya membutuhkan data material
seperti kualitas tanah, air, dan udara, tetapi juga memerlukan kehadiran ahli
yang memahami aspek ekologis dan valuasi lingkungan secara menyeluruh.
Peran ahli menjadi sangat penting karena penilaian hakim terhadap kerugian
ekologis sering bersifat subjektif dan belum memiliki standar metodologis yang
seragam. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan dalam perkara
lingkungan hidup sering kali berbeda, meskipun jenis kerusakannya serupa.™

Kerugian ekologis tidak dapat diukur semata-mata dari kerusakan fisik
yang tampak, melainkan juga dari hilangnya manfaat lingkungan yang tidak
selalu dapat diperhitungkan secara ekonomi. Penilaian terhadap kerugian
ekologis memerlukan pendekatan ilmiah dan hukum yang menyeluruh agar
dampak jangka panjang terhadap keseimbangan ekosistem dapat dinilai secara
komprehensif, terutama dalam kasus kebakaran hutan yang sering kali

menimbulkan kerusakan luas.*?

% Joey Josua Pamungkas Pattiwael, “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi”
8, no. 01 (2023): 38-39.

% Aminah Aminah, “Gugatan Perdata Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Di
Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019), p.143—44.

! Joey Josua Pamungkas Pattiwael, “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi”
8, no. 01 (2023): 40-41.

12 Margiyono et al., “Kerugian Ekologis Dalam Pembangunan Di Provinsi Kalimantan
Timur,” Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik 10, no. 1 (2019), p. 46-48..



Salah satu kasus aktual yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah
Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN PLG, yang merupakan perkara
perdata lingkungan hidup terkait kebakaran hutan di wilayah Sumatera Selatan.
Dalam perkara ini, penggugat menuntut pertanggungjawaban pelaku atas
kerusakan ekologis yang terjadi serta menuntut ganti rugi dan pemulihan
lingkungan. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena memberikan
gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan menilai dan membuktikan
kerugian ekologis

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembuktian kerugian ekologis
merupakan persoalan yang memerlukan kajian mendalam dalam ranah hukum
perdata lingkungan hidup. Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN PLG
penting untuk ditelaah karena memberikan ilustrasi konkret mengenai
bagaimana pengadilan menilai dan membuktikan kerugian ekologis. Selain itu,
minimnya penelitian mengenai pembuktian kerugian ekologis menegaskan
pentingnya studi ini dalam memperkuat teori dan praktik penegakan hukum
lingkungan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian

kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup?



2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-

LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang diajukan

penggugat?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada pembuktian kerugian ekologis dalam perkara
perdata lingkungan hidup, khususnya dalam konteks putusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg. Ruang lingkup penelitian
meliputi dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek yang mencakup pengaturan hukum di Indonesia mengenai
pembuktian kerugian ekologis dalam perkara lingkungan hidup, baik
melalui peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.

2. Aspek yang difokuskan pada analisis pertimbangan hakim dalam
putusan tersebut untuk memahami bagaimana konsep kerugian
ekologis dibuktikan dan dinilai dalam praktik peradilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1) Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menjelaskan :
a) Pengaturan hukum di Indonesia terkait pembuktian kerugian
ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup.
b) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-
LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang

diajukan penggugat.



2) Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis
maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:
a) Manfaat Teoretis
Penelitian  ini  diharapkan =~ memberikan  kontribusi  bagi
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan
hukum pembuktian dalam perkara perdata. Kajian ini memperkaya
pemahaman mengenai konsep kerugian ekologis yang selama ini
masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur hukum
Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi
dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan kajian, pendekatan
ilmiah, serta bahan ajar terkait pembuktian kerugian ekologis dan
hukum lingkungan di perguruan tinggi.
b) Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan
rekomendasi konkret bagi berbagai pihak yang terlibat dalam
penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. yaitu pemerintah,
stakeholder, pengambilan kebijakan, pendidikan serta organisasi

terkait masyarakat.



E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dasar yang menjadi landasan

analisis, antara lain:

1. Pembuktian merupakan Pembuktian merupakan elemen krusial dalam
mengungkap kebenaran atau fakta hukum yang sesungguhnya.
Kredibilitas bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan menjadi
penentu nasib terdakwa dalam proses persidangan. 3

2. Kerugian dalam hukum lingkungan adalah segala bentuk kerugian
yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,
baik berupa kerugian ekonomi, ekologis, sosial, maupun immateriil
yang dialami masyarakat, negara, atau lingkungan itu sendiri.**

3. Ekologis adalah kata sifat yang berkaitan dengan ekologi, yaitu ilmu
yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan
lingkungannya. Ini mencakup studi tentang bagaimana organisme
berinteraksi satu sama lain dan dengan faktor fisik serta kimia di
sekitarnya.’

4. Perkara perdata adalah suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara

untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga

B Khansa Laily Et Al., “Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses
Penyelesaian Hukum Perdata” Viii, No. 1 (2024).

14 “peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2074 Tentang Kerugian
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup".

> Martin, “Ecosystem-Based Approach And Restoration Or Compensation For
Ecological Damage” 2021.



mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap
subjek hukum.™.

5. Lingkungan hidup adalah suatu sistem kehidupan yang terdiri atas
kesatuan ruang dengan semua pengada (entity), terdiri atas pengada
ragawi dan pengada insani, makhluk hidup atau biota (termasuk
manusia) dan perilakunya, keadaan (tatanan alam, gempa, dan
sebagainya), daya (peluang, opportunity dan tantangan untuk
memanfaatkan segala yang ada) yang mempengaruhi kelangsungan
peri kehidupan, serta kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup

lainnya.*’

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan
Beberapa penelitian yang relevan dijadikan acuan dalam pembahasan topik
pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata lingkungan hidup Adapun

hasil penelusuran literatur yang relevan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

18 Yulia, Hukum Acara Perdata (Unimal Press, 2018).
Y Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, and Arita Marini, Ekolabel Dan Pendidikan
Lingkungan Hidup (Jakarta: PT Pustaka Mandiri, 2020).
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Tabel 1.1
Review Studi Terdahulu Yang Relevan
No Judul Nama dan Jenis Metode Pembahasan
Asal Institusi | Sumber Penelitian Singkat
Peneliti

1. | Mekanisme Heri Hartanto Jurnal Telaah Mengkaji
Penentuan &  Anugrah yuridis mekanisme
Ganti Adiastuti normatif pembuktian kerugian
Kerugian (Universitas melalui lingkungan hidup
terhadap Sebelas Maret) analisis dan peran bukti ahli,
Kerusakan putusan dan | jenis-jenis kerugian
Lingkungan peraturan (biaya  pemulihan,
Hidup (2017) lingkungan. | replacement  cost)

dalam gugatan
perdata.

2. | Valuasi Indra Perwira, Jurnal Penelitian Menganalisis
Kerugian Giri empiris- bagaimana  hakim
Lingkungan | (Universitas normatif: menilai bukti valuasi
Hidup: Studi | Padjajaran), analisis 29 | ekologis, aspek
atas Persepsi | Ahmad Taufik putusan, kredibilitas ahli, dan
Hakim dalam | & Mulki studi kendala pembuktian
Putusan Shader dokumen, kerugian  ekologis
Pengadilan (Sekolah dan dalam praktik
pada 2009- | Tinggi Hukum wawancara. | peradilan.

2019 (2022) | Indonesia
Jentera)

3. | Kerugian Joey Josua P. Jurnal Penelitian Menjelaskan
Ekologis Pattiwael hukum perluasan konsep
Akibat (Universitas konseptual kerugian negara
Tindak Airlangga dengan termasuk  kerugian
Pidana Surabaya) pendekatan ekologis, serta teknik
Korupsi kasus  dan | pembuktian melalui
(2021) peraturan. ahli.

4. | Implementasi | Roni  Saputra Buku Policy paper: | Membahas tantangan
dan & Totok Dwi kajian pembuktian kerugian
Pengaturan Diantoro putusan, ekologis, peran ahli,
Valuasi (Indonesia metodologi standar perhitungan,
Kerugian Corruption valuasi dan rekomendasi
Ekologis Watch) internasional, | prosedural untuk
dalam dan studi | penilaian  kerugian
Perhitungan kasus sektor | ekologis yang sah
Kerugian ekstraktif. secara hukum.
Negara  di
Perkara
Korupsi
Sektor
Industri
Ekstraktif

(2024)
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Berdasarkan Tabel 1.1, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih
berfokus pada konsep kerugian ekologis serta mekanisme perhitungannya, dan
belum secara spesifik mengkaji aspek pembuktian kerugian ekologis dalam
konteks perkara perdata lingkungan hidup. Penelitian ini berbeda karena secara
khusus menyoroti proses pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata
lingkungan hidup melalui analisis Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg.
G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini dideskripsikan berikut ini :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-

deskriptif. Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis

secara sistematis mengenai pembuktian kerugian ekologis dalam hukum

perdata lingkungan hidup di Indonesia.*®

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang terdiri atas:*°

a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Putusan Nomor
268/Pdt.Sus-LH/2024/PN Plg.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil

penelitian terdahulu yang relevan dengan pembuktian kerugian ekologis.

18 E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya
llmiah Hukum (Keni Media).
19 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media).
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c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan
sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan

cara menelusuri dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Data diperoleh dari literatur akademik, database hukum, serta sumber

daring yang kredibel.?°

4. Analisis Data

Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif normatif, yaitu

menguraikan data secara deskriptif, menafsirkan norma hukum, serta

mengaitkannya dengan teori dan praktik yang relevan. Analisis dilakukan
dengan menelaah hubungan antara konsep kerugian ekologis, prinsip
tanggung jawab mutlak, dan pertimbangan hakim dalam putusan yang
menjadi objek penelitian.*

H.  Sistematika Penulisan
Skripsi ini direncanakan akan disusun ke dalam empat bab, dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, ruang lingkup, kerangka konseptual, review studi terdahulu,

metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2 johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media).
2l salim HS and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi Dan Tesis, 1st ed. (Depok: Rajawali Pres, 2019).
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BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan dalam bab ini meliputi tiga pokok bahasan utama, yaitu: (A)

Pembuktian, meliputi pengertian, tujuan, dan alat bukti; (B) Kerugian

Ekologis, mencakup pengertian ekologis dan kerugian ekologis; serta (C)

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi mekanisme dan jalur

penyelesaian tiga pendekatan, yaitu perdata, pidana, dan hak asasi

manusia.
BAB Il PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan

yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun pembahasan dalam bab ini

meliputi:

a. Menjelaskan hasil penelitian yaitu pengaturan hukum di Indonesia
terkait pembuktian kerugian ekologis dalam perkara perdata
lingkungan hidup

b. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pdt.Sus-
LH/2024/PN Plg terkait pembuktian kerugian ekologis yang diajukan
penggugat

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran, diperoleh berdasarkan hasil

penelitian.
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